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Perjanjian pcmbiayaan konsumcn merupakan perjanjian yang timbul 
dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perjanjiao 
yang dianggap aman bagi para pihak, yaitu pelaku usaha dapat memberikan 
barang untulc dipalcai oleh konsumen, tanpa mengalihkan bak kepcmilikan atu 
barang obyek pembiayun konsumen kepada konsumcn, sampai dengan barga 
sewa (angsuran) dibayar Junas. Lembaga pcmbiayaan konsumen merupakan 
lembaga yang diatur dalam Penturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tenl4Ilg 
Lembaga Pembiayaan. 

Tujuan penelitian dalam slcripsi ini adalah untuk mc:ngetahui dan 
memabami tcntang pcrjanjian baku dalam praktek pembiayaan konsumcn 
kendaraan bennotor dan asas-asas hukwn yang memberikan pcmbenaran dalam 
praktek pembuatan pcrjanjian pembiayaan konsumen, untuk mengetahui dan 
memahami pcdindungan konsumcn dalam bal adanya klausula eksoncrasi dalam 
perjanjian pcmbiayaan konsumeo serta alcibat bukum terhadap para pibak 
dibubuaglwi dengan UUPK (Uodang-Undang Perlindungan Konsumeo), dan 
untuk mengetahui dan memabami bagnimaoa tanggung jawab pclalru usaha dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor jilca baraog kendaraan 
bamotor yang merupakan obyek pcrjanjian musnab karcna ovcnnacbt 

Berdasarkan basil pcnelitian diketahui bahwa pcrjanjian pembiayaan 
konsumcn kendaraan bcrmotor berbentuk perjanjiao baku dan merupakan beotuk 
perjanjian jual beli dcngan cieilan, sehingga penggunaao nama pcrjanjian tidalc 
sesuai dengan apa yang seharusnya diarur dalam perjanjian pembiayaan konsumen 
karma seaira substansial perjanjian pembiayaan konsumcn kendaraan bennotor 
lebib mirip pcrjanjian jual beli dengan cicilan at.au angsuran daripada dengan 
perjanjian pembiayaan koosumeo yang sebenamya meourut hukum. 

Pclaku usaha sebagai pihalc yang membuat pcrjanjian menggimalam 
klausula-klmsnla balcu yang cendcrung melepaskan, mengaJihbn at.au 
meogurangi tangguog jawabnya yang menurut bukum positif, yaitu UUPK, 
seharusnya mcojadi taoggung jawabnya. Belum dilalcukan penyesuaian dari isi 
perjanjian dcngan ketcntuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sebingga secara mnum, balc­
bak konsumen masib belum dilinduogi karena pelaku usaha memcntingkan 
terpcouhinya pcrlindunpn bagi pibaknya terbadap rcsiko yang mungldn akan 
dibadapinya. Pelalcu usaha dapat mengalibkan tanggung jawabnya dari 
kemungldnan terjadinya resiko kepada pihak as11111JlS� retapi tidak membebaskan 
tanggung jawabnya berdasarkan kontralc atau perjanjian yang tunduk pada 
ketentuan·ketentuan dalam KUHPerdata. 
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